LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR: 63: TAHUN 2001 SERI B. NOMOR: 63

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN

GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

a.

21,

BUPATI BUTON,

bahwa  dengan ditetapkannya Peratura
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin
Pertambangan Bahan Galian Golongan C
merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain
yang dikelola oleh Daerah Kabupaten ;

bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana
dimaksud tersebut pada huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton ;

Undang-undang Nomor 29 Tahuh959
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il
di  Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesiahun
1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesidNomor 2837 ;
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah di rubah dengan Undang- undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

(Lembaran Negara Republik Indonesahun

2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesidNomor 4048);

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesMomor
3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonestdomor 3851);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2916) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3174) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan KUHAP Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 1994 tentang Pedoman  Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;

Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 388 . K
/ 008 / M. PE / 1995 tentang Pedoman Tehnis
Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan ;
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14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistim Administrasi Pajak,
Retribusi dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat Il Buton ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15
Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah KalouBaten ;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
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. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentiidhng
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perunataiangan
yang berlaku ;

. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal ayang
merupakan kesatuan baik yang malakukan usaha mayg
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Tasbha
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan aJaaitik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bengukrgaparma,
Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Regskian,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial WPokiiau
Organisasi yang sejenis, Lembaga bentuk Usaha tetia bentuk
badan lainnya ;

Penyelidikan llmiah adalah penyelidikan secara agiel umum
atau geofisika, didaratan, perairan dan dari ydeggala sesuatu
dengan maksud untuk membuat peta geologi umum w@téuk
menetapkan tanda — tanda adanya bahan galian padanya ;

. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi apdrangan
untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya sif@h letakan
bahan galian ;

. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan chaksuuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;

Pengolahan / Pemurnian adalah pekerjaan untuk nrénge
mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan danpereheh
unsur — unsur yang terdapat pada bahan galian ;

Pengangkutan adalah Segala usaha pemindahan dalieam dan
hasil pengolahan dan permurnian bahan galian dagrath
eksplorasi atau tempat pengolahan / pemurnian ;

. Penjualan adalah segala usalpenjualan bahan galian dan hasil
pengolahan / pemurnian bahan galian ;
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Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi &&gatan tertentu
daerah dalam rangka pemberian izin kepada oraibgdoratau
Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pen@niamng,
penggunaan Sumber Daya Alam,, barang, prasararenasatau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan undan menjaga
kelestarian lingkungan ;

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badangyarenurut

Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkantuku
melakukan pembayaran retribusi ;

. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabuion ;
. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yargnbu

strategis dan vital sebagaimana dimaksud pada @Basgfat (1)
huruf ¢ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo padalruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ;

. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tetdsiusaha

pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolaham/pean,
pengangkutan dan penjualan ;

. Surat Izin Pertambangan Daerah disingkat SIPD hdélsasa

pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakakanua
atau sebagian usaha pertambangan Bahan Galiangaal@n;

Wilayah Pertambangan adalah lokasi dimana ditentukmpat
untuk diusahakan penambangannya oleh pemohon ;

luran Pertambangan Daerah adalah iuran yang dikenk&pada
pemegang SIPD bahan galian golongan c, yang tedditiiuran
tetap dan iuran produksi ;

luran Tetap adalah iuran atas tanah seluas wil&i&D yang
diberikan yang terdiri dari iuran tetap eksplordan iuran tetap
eksploitasi ;
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u. luran Produksi adalah luran atas Hasil eksplorasieksploitasi ;

v. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daeradalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidiégawai
Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untulenoari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuaintg tindak
Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadiasmenemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pertambangan rB&malian
Golongan C dipungut retribusi.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha kegieksplorasi
dan eksploitasi pemurnian / pengolahan, pengangkutan
penjualan Jenis Bahan Galian Golongan C.

(2) Jenis Bahan Galian sebagaimana dimaksud padaBysdrdiri
atas : Nitrat-nitrat, Pospat-posfat, Garam batlité)aAsbes, Talk,
Mika, Grafit, Magnesit, Yorosit, Leusit, Tawas (Al Oker,
Kaolin, Permata, Batu Setengah Permata, Pasir kw&eldspar,
Gips, Bentonik, Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlitanah
Diatomae, Tanah Serap, Marmer, Batu Tulis, Batu ufap
Dolomit, Kalsit, Granit, Adisit, Basalt, Tanah Lid®asir, Kerikil,
Tanah urug dan Zeolit, sepanjang tidak mengandlthgsur-unsur
bahan galian golongan A maupun B dalam jumlaigyaerarti
ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang diteeri Izin Usaha
untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi, pengaldtpemurnian,
pengangkutan dan penjualan Bahan Galian Golongan C.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian rigailo C
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Lain-lain.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeims izuas Wilayah
dan Jangka waktu serta jumlah produksi Jenis B&zdian.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur esarroya tarif
retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup giabaatau
semua biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usatear®@angan
Bahan Galian Golongan C.
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(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melifRghgecekan
dan pengukuran lokasi tempat usaha, biaya pemarkdaiaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengeandal

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Pemegang SIPD di wajibkan membayar tarif beruganitetap.

(2) Besarnya luran sebagaimana dimaksud pada ayatdigpkan
sebagai berikut :

a. luran tetap SIPD eksplorasi sebesar Rp.75.00@uhtpuluh
lima ribu rupiah)/Ha/tahun;

b. Iluran tetap SIPD eksploitasi sebesar Rp.300.0@Qa ratus
ribu rupiah)/Ha/tahun;

c. luran tetap SIPD pengolahan dan pemurnian sebesar

Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)/ tahun;

d. luran tetap SIPD pengangkutan sebesar Rp.500.qbtha
ratus ribu rupiah)/tahun ;

e. luran tetap SIPD penjualan sebesar Rp.500.00@na (liatus
ribu rupiah)/tahun.

BAB VIi
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tamjzin usaha
diberikan.
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BAB VII

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 10

(1) Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan detegiiih

dahulu memperoleh SIPD.

(2) Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C hanpat da

dilakukan oleh :

Perusahaan Negara ;

Perusahaan Daerah ;

Koperasi ;

Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai deRgaaturan

Perundang-undangan Republik Indonesia berkedudutian

Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraa

Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesiardampunyai

usaha dibidang pertambangan ;

e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia tentpat
tinggal di Daerah ;

f. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Badha
Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah ;

g. Perusahaan dengan Modal bersama antara Negara/Bi#viN
atau Daerah/Perusahaan disatu pihak dengan BadkamHu
Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf d dan e

h. Perusahaan lain di luar tersebut diatas termasuis&eaan

Asing atau perwakilannya.

o0 o
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Pasal 11

(1) Pemohon SIPD dengan luas wilayah dapat diberikaksimal 5
(lima) hektar dengan 1 (satu) SIPD kepada perusgbe@rangan.

(2) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat diberikan(lisha
puluh) hektar dengan 5 (lima) SIPD yang masing-ntpsiasnya
10 (sepuluh) hektar kepada koperasi.

(3) Pemohon SIPD dengan luas wilayah, dapat diberikaksimal
1.000 (seribu) hektar dengan 10 (sepuluh) SIPD yawaging-
masing luasnya 100 (seratus) hektar kepada Badargade
menyampaikan laporan keuangan yang telah diauelit akuntan
publik dan jaminan kesungguhan.

(4) Pemohon SIPD sebagaimana dimaksud pada ayaRjidaq (3)
dapat diberikan untuk satu jenis bahan gilian.

(5) Pemegang SIPD dapat menciutkan atau mengurangiyaklSIPD
yang dimohon dengan mengembalikan sebagian ataianbag

bagian tertentu dari wilayah SIPD yang dimaksud gden
persetujuan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA MEMPEROLEH DAN BERAKHIRNYA SIPD
Pasal 12

(1) Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukan secatalise
kepada Kepala Daerah.

(2) Hanya permohonan yang memenuhi persyaratan yapgt da
dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut.
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(3) Tiap-tiap jenis Bahan Galian dalam satu wilayahtdmebangan
diajukan satu permohonan SIPD.

(4) Permohonan SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasglai11)
dan ayat (2) harus dilampiri Peta Wilayah lokasng/alimohon
yang menunjukkan batas-batasnya secara jelas d&igda Peta
1 : 1.000 ( satu berbanding seribu ) dengan mermpeia situasi
yang bersangkutan.

(5) Untuk permohonan SIPD sebagaimana dimaksud padzal Ra
ayat (3) harus dilampiri Peta  Wilayah yang dimmghgang
menunjukan batas-batasnya secara jelas dengan kkaleD.000
( satu berbanding sepuluh ribu ) dengan memuat gietasi yang
bersangkutan.

(6) Apabila untuk wilayah sama diajukan oleh beberagaghon yang
memenuhi syarat, maka yang pertama-tama mendapgatipsaian
ialah pemohon pertama.

Pasal 13
Dengan memajukan permohonan SIPD, maka pemohonadeng
sendirinya menyatakan telah memilih domisili pagéadadilan Negeri
yang berkedudukan di Ibukota Daerah.
Pasal 14
(1) Pemegang SIPD dapat menyerahkan kembali SIPD-nggade
pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah dengasarakdasan
yang cukup sehingga SIPD itu dikembalikan.

(2) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah ada Ksgyuttepala
Daerah.
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Pasal 15

SIPD dapat ditarik atau dicabut oleh Kepala Daafdbila pemegang
SIPD tidak mentaati ketentuan dan syarat yang riewoa dalam SIPD
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Apabila waktu yang ditentukan dalam SIPD telah kigrasedangkan
untuk SIPD tersebut tidak diberikan perpanjangaskarSIPD tersebut
berakhir menurut hukum.

Pasal 17

(1) Jika SIPD berakhir karena sesuatu hal sebagairdanaksud pada
Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 maka :

a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegi&iy S
diselesaikan menurut Hukum;

b. Wilayah Pertambangan beralih kepada kekuasaan ieafmer
Daerah bagi Tanah Negara ;

c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamananuirizang
bangunan Tambang dan kelanjutan penambangan bahan g
menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daemapata
penggantian kerugian kepada pemegang SIPD;

d. Badan atau perorangan pemengang SIPD dalam wilayah
Pertambangan tersebut harus menyerahkan semua ddise

bahan-bahan Peta, Gambar-gambar Ukuran Tanah kepada

Kepala Daerah dengan tidak dapat menuntut ganti rug
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(2) a. Kepala Daerah menetapkan waktu dalam mana peg&RD
terakhir, diberikan kesempatan untuk memindahkan/
mengangkut sesuatu yang menjadi hak miliknya, Kecua
barang-barang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (
huruf c.

b. Segala sesuatu yang tidak dipindahkan atawk taiangkut
dalam batas waktu yang telah ditetapkan akan miemdik
Pemerintah Daerah.

(3) Menyimpang dari ayat (1) diatas maka bilamana Sditiatalkan
demi untuk kepentingan daerah, maka kepada peme§&rD
diberikan ganti rugi yang wajar.

(4) SIPD dapat dipindahkan kepada Badan atau perorahgan
dengan Izin Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18
(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Kedat&etribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamadan,Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKRDKBT).
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BAB XiI
PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan usaha pertambangan meliputi :

a. Pengawasan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan niunmgan,
pengangkutan dan penjualan;

b. Pengawasan teknis penambangan, keselamatan kena
lingkungan hidup.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ahdan b
dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepalarah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pad&tunya atau
kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi feerdounga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retyhog terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SUagihan

Retribusi Daerah (STRD).
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BAB XiIli
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran biaya administrasi harus dilunasi sgialpada saat
pengambilan SIPD.

(2) Tata cara pembayaran , pungutan, tempat pembayRenbusi
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanny
sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 15 dah Pas
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pi#tanaigan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling baryémpat) kali
jumlah Retribusi Terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (&)atad
pelanggaran.
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkund2@merintah
Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidituku
melakukan penyidikan SIPD.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgaa
atau meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau perusahaan tentangn&etre
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindidng
Retribusi Daerah ;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari oraiiga@i atau
perusahaan sehubungan dengan tindak pidanaadgid
Retribusi Daerah ;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen la
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribieser&h
serta melakukan penyitaan terhadap barang bukglat ;

. Melakukan penggeledehan untuk mendapatkan bahati buk

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen laia ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanggms
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
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f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang gualkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddempbkang
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen giagva
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

g. Memotret seseorang yanag berkaitan dengan tindd&nai
Retribusi Daerah ;

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dperittisa
sebagai tersangka atau saksi;

i. Menghentikan penyidikan ;

J. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanoara
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daenaénurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan gibgr
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang iHukcara
Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Semua SIPD yang telah ada sebelum diundangkaratuPam Daerah
ini, tetap berlaku dan selambat-lambattglam jangka waktu 6
(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlakuvajibkan

menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum d&araturan
Daerah ini.
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BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahs@panjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nreatdan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatatalam
Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Bau - Bau
pada tanggal 29 Nopember 2001

BUPATI BUTON,
Cap/ttd

Ir H.LM. SJAFEI KAHAR
Diundangkan di Bau - Bau
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. H. DJALIMAN MADY,MM
Pembina Utama Muda, IV/, c
Nip. 590003631

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2001 NOMOR 63



